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PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA

KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 11 Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, perlu dibentuk
Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau;

bahwa schubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor
04/SKB/M.PAN/12/2003., Nomor 127 Tahun  2003. Nomor
01/SKB/X11/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika
Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka organisasi dan 1ata
kerja Badan ¢Narkotika Provinsi Kepulauan Riau perlu disesuaikan
dengan Keputhsan Bersama tersebut di atas: :

bahwa dalam Rangka Meningkatkan Keterpaduan dan Koordinasi
Kegiatan-kegijatan Pencegahan, Penanggulangan serta Pemberantasan,
Penyalahfupaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor.
dan Zat Adiktif maka perlu Membentuk Badan Narkotika Kabupaten

Natuna.
-

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan ¢ dj atas, maka dalam
rangka meningkatkan koordinasi. integrasi, dan keterpaduan dalam
penyusunan kebijakan. program, dan pelaksanaannya, perlu ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Natuna dengan

Peraturan Bupati Natuna.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi

Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3085);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convension
Psychotropic Substance 197] ( Konvensi Psikotropika 1971 ) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3657);
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671):

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan' Unite'd
Nations Convention Againt Illicit Traficin acitic Drugs and Psicotropic
Substance 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Psokotropika 1998)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 0690);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara republic

Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4237).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan
Penyidikan H‘i'ndak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai;
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 54, Tambahan
Lembarap Negara Nomor 3592),

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daergh (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4106);

- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi.

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata erja Lembaga Pemerintah
Non Departemen;

- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan

narkotika Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/M tahun 2004
Tanggal 24 Juni 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.
ISMETH ABDULLAH sebagai Pejabat Gubernur Kepulauan Riau;




16. Keputusan Gubernur Kepulavan Riau Nomor 08/UM-K.GI.(RNII/2004
tentang Persetujuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau.

17. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : KPTS.72/VII/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja BADAN NARKOTIKA PROVINSI
KEPUILLAUAN RIAU.

MEMUTUSKAN

Mencetapkan @ PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN NATUNA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

()

tad
.

' 2

Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
Bupati adalah Bupati di Kabupaten Natuna;

Camat adalah Camat di Kabupaten Natuna:

lurah adalah Lurah di Kabupaten Natuna;

. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Natuna;

- Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kabupaten

Natuna yang melibatkan selurufj,anggota dan atau pihak lain yang terkait,
L

Pasal 2

. Di setiap Kabupaten/Kota dibentuk BNK yang merupakan perangkat BNP,

BNK dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua BNP.

“
-

', Pasal3
BNK mempunyai tugas membantu BNP dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan,
pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan
ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten/Kota berdasarkan
kebijakan teknis dari Ketua BNP.

IDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNK mempunyai fungsi :

a. Pengkoqrdinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan
ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. :

b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk orang asing yang berhubungan dengan

ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.




c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dquap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat ?.?.dlktlf
lainnya pada lingkungan yang berbasis institusi (tempat kerja), pusat keramaian tingkat
kota seperti bioskop, pusat rekreasi, pasar modern dan tempat hiburan.

d. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan

ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberax}ta'san .penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BNK terdiri dari :

a.

b.

Ketua :  Wakil Bupati Natuna
Wakil Ketual : Kepala Kepolisian Resort Natuna
Wakil Ketua Il :  Asisten I Bidang Tata Praja
Anggota Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Natuna
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kab. Natuna
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
Kepala Dinas Pariwisata Kab. Natuna
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Natuna
Kepala,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab, Natuna
Kepala*Bagian Bina Mitra Polres Natuna
Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Natuna
- Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Natuna
. Kepala Bagian Sosial Kab. Natuna
- Kepala Subdin Kesejahteraan Sosial Kab. Natuna
- Kepala Subdin Pelayanan Kesehatan Kab. Natuna
. Kepala Subdin Pendidikan dan Pengajaran Kab. Natuna
- Kepala Satuan Reskrim dan Narkoba Polres Natuna
. Kepala Biding Aktualita Badan Kesatuan Bangsa Kab. Natuna
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KETUA BNK

Pasal §

Ketua BNK mempunyai tugas :

a.

Memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian,
dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan
dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor,
dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan dari Ketua BNP.

Mengkoordinasikan para anggota BNK dalam melaksanakan tugas




WAKIL KETUA BNK
Pasal 6
(1) Wakil Ketua 1 BNK mempunyai tugas

woomembantu Ketua: BNK datam menumpin pelaksanaan lugas  dalam  melaksanahan
koordinasi. pengawasan. pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakal vang
berhubungan dengan ketersediaan . pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika,psikotropika, precursor, dan bahan adiktil lainnya di
Kabupaten/Kota:

h. menycelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang
penegakan hukum:

. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua:

d. - mewakili Ketua BNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnsa.
(2) Wakil Ketua [I BNK mempunyai tugas :

W/ a. membantu Ketua BNK dalam memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan
kordinasi. pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang
berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan. penyalahgunaan dan
peredaran  gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di
Kabupaten/Kota:

h. Menyelenggarakan koordinasi da pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang
prevensi dan administrasi;

¢. Mvclaksanakan tugas lain ygng diberikan Ketua BNK:
‘e
. Mewakili Ketua BNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya betanggung jawab kepada Ketua.

v

ANGGOTA BNK
~ Pasal 7

-

Angpota BNK mempunyai tugas .

S

-

L memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional BNK

.

> memvusun dan melaksanakan  program dalam rangka pengawasan, pengendalian, serta
mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan

pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sikotropika, precursor dan
zat adiktif lainnya:

[

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan. pengendalian
SCrta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan. pencegahan dan

pemberantasan. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiokotropika, precursor dan
zatadiktif fainnya.




PELAKSANA HARIAN BNK
Pasal 8

(1) Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi
kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK;

(2) Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2}, dipimpir! oleh seorang
Kepala Pelaksana HArian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Ketua BNK.

Pasal 9
Pclaksana [1arian BNK terdiri dari :
a.  Kepala Pelaksana Harian;
b, Sekretariat:
¢. Satuan Tugas.
Pasal 10

Kepala Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional BNK;

b. memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat dan Satuan Tugas BNK;

¢. memantau, mengendalikan, dar: mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK;

'
d. meaksanakan koordinasikan ﬁ.u!gsional dengan Unit Narkotika Kecamatan (UNK) dalam

pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran
gclap narkotika di Kecamatan.,

', Pasal 11
(1) Sckretariat mepunyai tugas memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan

administrasi, surat menyurat, kemmghtanggaan, serta kepegawaian, keuangan, perlengkapan
dan penyusunan program; ,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
menyclenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan,
penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ‘
psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;

pengkoordinasian perencnaan, pemantauan dan evaluasi program di bidang ketersediaan,

pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;

¢. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas BNK;

pelaksanaan urusan surat menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor/inventaris;



¢. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;

{. penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program operasional serta rencana kerja
prevensi dan represi.

(3) Sckretariat BNK dipimpin oleh seorang Sckretariat BNK yang d.alam melaksanakan tugasnya
dun fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.

Pasal 12
(1) Sekretariat terdiri dari :
4. Subbagian Umum;
b, Subbagian Dukungan Prevensi;
¢. Subbagian Dukungan Represi.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepadd Sekretaris BNK.
Pasal 13
(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

4. melaksanakan urusan surat menyurat administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor;

b. menyelenggarakan rapat—rape'xt koordnasi dan penyiapan bahan;
L]
»
¢. melaksanakan penghimpunan, penyusunan, dan pengolahan program serta rencana kerja:

d. melaksanakan pengelolaan kepustakaan.
(2) Subbagian Dukungan Prevensi mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan kebijakan operasional prevensi di sekolah, tempat kerja dan komunitas
serta media massa dan sasaran laip;

h. mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program operasional prevensi
vang disclenggarakan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;

¢. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
lugas prevensi;

d. memberikan bantuan teknis dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah dan non
pemerintah serta masyarakat;

¢. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional prevensi.
(3} Subbagian Dukungan Represi mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan penegakan hokum

dan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hokum yang diselenggarakan
aparat penegakan hokum dengan partisipasi aktif masyarakat;




b. menyusun konsep pedoman pelaksanaan kebijakan operasional dan sosialisasl;

e & ada
¢. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan eva;ﬁa? tindakan represif p
berbagai ligkungan rawan dengan memberdayakan masyaraxai;

i i i an oleh Satuan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanak
Tugas Represi.

¢. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional represi.
Pasal 14
i a terdiri
(1) Satuan Tugas BNK merupakan pelaksanaan operasional BNK yang gezng%c;rz\erzenangan
.dari unsur-unsur unit/instansi terkait di tingkat Kaupaten/Kota sesual deng
Masing-masing.

(2) Satuan Tugas mempunyai tugas

asan.
a. melaksanakan operasional  pencegahan, penanggulangan  dan pemberant

penyalahgunaan serta pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika.

yrecursor dan zat adiktif lainnya; . .
b. anlakukan koordinasi teknis fungsional dengan Unit Narkotika Kecamatan dalam

melaksanakan operasional pencegahan, . penanggulangan, pemberantasan.
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kecamatan,

(3) Satuan Tugas terdiri dari :

a. Satuan Tugas reventif;
b. Satuan Tugas Represif;,

L 4
(4) Dalam melaksanakan tugasnya* $atuan Tugas BNK berpedoman pada kebijakan dan proram
BNP serta Walikota;

{5) Tiap Satuan Tugas dipimpin oleh Koordinator dari unsur unit/instans
menjalankan tugasnya b

' . i yang dalam
ertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK,

| BAB 111
UNIT NARKOTIKA KECAMATAN

Pasal 15

(1) Unwk membanty BNK d
alam pencegahan

envalahg » penanggulangan, s

:.;::_:ltlr'lg%un.aan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,gprecur‘::c-)t:l d!;mberam?s@

nnya di wilayah Kecamatan di bentuk Unit Narkotika (UNK) ’ zat adikif
(2) Unit Narkotika Kecama

tan :
Kecamatan, merupakan forum kerja sama antar aparatur Pemerintah di

(3 Unit Narkotika Kecamatan

tugasnya berada di bawals 1on dipimpin oleh seorang Ketua yan

; dal
bertanggung jawab kepada Ketua B N%( . alam melaksanakan

Pasal 16
Uinit Narkotika Kecamatan mempunyai tugas :



i i i . dan zat

4 melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narklimka, p:gotr‘?sn:}?. ;ur:;:u\'(s;;m on
N ket tai i < itas masyarakat seperti 5€ . !

adikiil lninnya pada lingkungan komuni ; DS k. Jalanan.

| masalah kesejahteraan socia

tinpkat Kecamatan, dan penyandar}g : eraan ¢ anak Jalant

uul‘;uul:mgzm dan pengemis) melalui  keglatan penyuluhan langsung. konseling

penyebaran informasi.

b, melaksanakan kegiatan pencgakan hukum terhad‘ap Qenyalahgunaan datr/\l ‘i::re'dz:::g n%ﬁladpi
narkotika, psikotropika, precursor. dan zat adiktif lainnya pada teml:;;al E:\Sl
linukat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang erlaku;

i rintah

¢. meningkatkan kerjasama dalam penyediaan sumber daya,. dana, prasara;\a antz::rllaen:lel alngan

dan masyarakat guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pencegal ":m, P e ggmcurwr

serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, p SOf.
dan zat adiktif lainnya secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 17
Susunan keanggotaan Unit Narkotika Kef:amalzm terdiri dari
a. Kewa . Camat
b Schretaris . Kepala Seksi Pmberdayaan Masyarakat Kecamatan
¢ oAnggotd
| Bidang Prevensi  : a) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

b) Kepala Kantor Urusan Agama

L4

v
¢) Ke;;a'la Seksi Pelayanan Umum Kecamatan
d) Kepala Puskesmas Kecamatan

3 Widang Represi : a)  Kepala Sub Unit Narkotika Polsek

b) Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan

-

' Pasal 18

(hr Ketuan UNK mempunyai tugas @

a. memimpin - pelaksanaan  tugas dalam melaksanakan koordinasi pengawasan,

pcngend:dlian. dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan
kclcrsgdlaan,' pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika. psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kecamatan.
b Mengkoordinasikan para anggota Unit Narkotika Kecamatan dalam melaksanakan tugas.

(23 Sekretaris UNK mempunyai tugas :

a. membantu Ketua UNK dalam melaksanakan koordinasi i
. , , pengawasan, pengendalian, dan
mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan,

dan pemberantasan, penyalahgunaan dan i i
o peredaran gelap narkotika, i
precursor danbahan adiktif lainnya di wilayah Kecamatans * peikotopike.

menyelenggarakan koordinasi atas ij i bi
yeleng ; pelaksanaan kebijakan di bida 'ensi
din administrasi: : "8 prevensl. pencgakan
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i)

¢ melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua UNK;

d. mewakili Ketua UNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota UNK mempunyai tugas :

i moemberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional UNK:

b mwenyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan. pengendalian serta
mundorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersedian. pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotiika. psikotropika.
preeursor dan zat adiktif lainnya;

v. mclaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan.
pengendalian scrta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan
pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap  narkotika.
pikotropika. precursor dan zat adiktif lainnya.

BAB 1V
POS PENANGGULANGAN NARKOTIKA KELURAHAN

Pasal 19
Pituk membantu UNK - dalam pencegahan, penanggulangan. serta pemberantasan,
pemyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. psikotropika. precursor. dan zat adiktit

wtinnva di wilayah Kelurahan dibentuk Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK):

Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan merupakan forum kerjasama antara aparatur
pemerintah dan tokoh/lembaga masyarakat di Kelurahan:

Pos Penanggulangan Narkotpm Kelurahan dipimpin oleh scorang Ketua yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua UNK.

Pasal 20

Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan mempunyai tugas :

B

.

melahukan upaya pencegahan peryalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor. dan zat
adihiin lainnya pada lingkungan k&parga, RT/RW, dan lingkungan tempat ibadah melalui
Regialan penyuluhan langsung, konseling. dan penyebaran informasi;

meluhukan penyampaian informasi kepada unit/instansi yang berwenang mengenai adanya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif
lainny i untuk dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentua yang berlaku;

mcelakukan pemantauan, pengawasan dan penangkapan apabila tertangkap tangan dalam
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada tempat/lokasi
tertentu di tingkat Kelurahan sesuaj dengan perundang-undangan yang berlaku;

meningkatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, alim ulama, dan kelompok-kelompok
nasyarakat seperti PKK. Karang Taruna, Remaja Mesjid dalam penyediaan sumber daya,
dana. prasarana/sarana antara pemerintah dan masyarakat guna terwujudnya penyelenggaraan
Regiatan pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

eclap  narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya secara optimal dan
herkelanjutan.
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Pasal 21

Susunan Keanggotan Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan terdiri dari :

a. Ketua : Kepala Kelurahan
b, Sckretaris . Kepala Sub Scksi Pemberdayaan Masyarakat
o Anggola . Babinkamtibnas Keclurahan

1
2. Pengurus RT/RW

3. Unsur/Tokoh Masyarakat
4. Puskesmas Kelurahan

Pasal 22
(1) Ketua Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan mempunyai tugas :

a. memimpin  pelaksanaan tugas dalam melaksanakan  kordinasi, pengawasan,
pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan
ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika. psikotropika. precursor, dan bahan adiktif lainnya di wilayah Keluahan;

b. mengkoordinasikan para anggota Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan dalam
mclaksanakan tugas.

(2) Sckretaris Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan mempunyai tugas :

a. membantu Ketua P2NK dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian.
dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan,
pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
psikotropika, precursor dantbahan adiktif lainnya di wilayah Kelurahan;

b. menyelenggarakan koordifasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi dan
administrasi;

¢. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua P2NK;

d. mewakili Ketua P2NK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Anggota P2NK mempunyai tagas :

4. memberikan bahan masukan dajam perumusan kebijakan operasional P2NK;
<

h. menyusun dan melaksanakan pfogram dalam rangka pengawasan, pengendalian serta

mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersedian, pencegahan

dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran elap narkotika, psikotropika.
precursor dan zat adiktif lainnya;

¢. melaporkan  hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan.
pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan.

pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
pstkotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

BAB V
TENAGA AHLI

Pasal 23

(1y Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNP dapat dibantu oleh beberapa
lenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana

arian:




(1) Lenapa Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan
telanhan sebagai rujukan sesuai dengan keahliannya masing-masing yang mendukung
pelaksanaan program BNP.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

BNP. BNK. UNK dan P2NK mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

1Y BNP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan
pihak-pihak lain di luar BNP:
" Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur oleh Kepala Pelaksana Harian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku,

u " Pasal 26

Ketua BNPOBNK. UNK dan P2NK serta para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat-
rapat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 27

(F) Ketua P2NK menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua UNK;

(2) Ketua UNK menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Ketua BNK;

(3) Ketua BNK menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan mengenai
pelauksanaan penyclenggardan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNP melalui
Pelaksana 1arian BNP, dan Repada Bupati/Walikota;

(4) Kepala Pelaksana Harian BNP meyampaikan laporan triwulanan. semesteran, dan
tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Ketua
BNP;

(3} Ketua BNP melaporkan -pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada

U (iubernur secara berkala atau sewaktu-wajtu dengan tembusan kepada Ketua BNN,

~  BAB vII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

! "'ntuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika , psikotropika, prekursor dan

zat adiktil’ lainnya, BNP. BNK, dan UNK dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat,

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepeganatan BNK diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30
Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dari
bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 Februari 2007

- o
. a

-H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tangpal 7 Februari 2007

[

SEKRETARIS DAERAH ATEN NATUNA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR 3




BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30
Pembinsaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan
buntuan \nggaran Pendapatan d

peratiran perundang-undangan vang berlaku,

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
N

cputtisie ing mului berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar wehap orang. dapal mengetahuinya, memerintahkan pengund
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan

an Belanja Dacrah dan sumber dana |

fungsi BNK bersumber duri
ain vang sesuai dengan

angan Keputusan ini dengan

di Ranai

Pada tanggal 5 Februari 2007

\ r
L]
Pundanghan di Ranai
Padu tingeal 7 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH PATEN NATUNA
HP. 010,220 815
R

rs.H. DAENG RUSNADI, M.Si

ATI NATUNA
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